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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas penerimaan pajak reklame di 

Kota Kupang maka dapat disimpulkan bahwa:  

1) Pendekatan sumber 

Merupakan sumber penerimaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Kupang meliputi proses penetapan pajak reklame, dan 

pemberian izin pemasangan reklame berdasarkan RPJMD pemberian izin atau 

dalam pengelolaan pajak reklame di BAPENDA Kota Kupang dilakukan 

berdasarkan PERDA Kota Kupang No 02 Tahun 2016.  

2) Pendekatan proses 

Merupakan proses pemungutan pajak reklame yang di lakukan oleh 

BAPENDA Kota Kupang meliputi : pengenaan pajak reklame, sistem 

pembayaran pajak, menentukan tim-tim penagihan, sistem perhitungan NJOP 

reklame di Kota Kupang, pengawasan, dan sanksi-sanksi yang di berikan kepada 

wajib pajak yang melanggar aturan  

3) Pendekatan sasaran 

Merupakan sasaran yang dilakukan pihak kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Kupang adalah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak 

reklame di Kota Kupang, namun di lihat dari realisasi penerimaan pajak reklame 

di Kota Kupang dari tahun 2016 s/d 2019 belum di kategorikan efektif, karena 
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jumlah realisasi penerimaan pajak reklame belum mencapai target yang di 

tetapkan. 

Beberapa faktor-faktor penghambat yang di sebabkan realisasi penerimaan 

pajak reklame di Kota Kupang belum mencapai target yakni: 

a) Kurangnya staff yang menangani kebijakan pajak reklame. 

b) Tidak adanya sosialisasi khusus yang diberikan kepada wajib pajak. 

c) Adanya pemikiran yang sudah tertanam di masyarakat akan budaya 

malas membayar pajak. 

d) Kurangnya pengawasan yang ketat dilapangan. 

e) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar 

pajak kurang tegas. 

Pihak BAPENDA juga melakukan upaya-upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut seperti : melakukan pendekatan dan sosialisai kepada 

masyarakat atau wajib pajak tentang kebijakan pajak reklame, menegaskan 

aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang di berikan kepada wajib pajak yang 

melanggar aturan, dan melakukan pengawasan secara rutin, guna meminimalisir 

adanya masalah reklame liar yang tidak terdata dilapangan. 

6.2 Saran 

 Dalam hal untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota 

Kupang pihak BAPENDA harus : 

1) Memberi peringatan kepada wajib pajak apa bila terlambat atau lupa membayar 

pajak reklame yang telah mereka pasang. 
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2) Bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang 

ada kepada pemasangan reklame yang melakukan pelanggar. 

3) Perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, 

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya peran serta 

masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame. 
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